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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kota Magelang menghadapi berbagai patates) yang terkait
dengan masalah perizinan, misal hal izin mendirikangunan (IMB) menara
telekomunikasi dan masalah peraturan yang mengsirddari pelaksanaan IMB
menara telekomunikasi. Peraturan hukum terkait kahAsgerizinan harus
terbentuk sebelum pelaksanaan dan penegakan huétiompn. Sebagai negara
hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas, apatahpa peraturan hukum
tentang perizinan, maka IMB menara telekomunikakkt dapat dilaksanakan
dan ditegakkan hukumnya. Di samping itu, peratimakum harus sejalan dengan
tuntutan serta kepentingan masyarakat yang bergtargk Permasalahan
mengenai pelaksana dan para penegak hukum IMB peglu diperhatikan,
karena antara pelaksanaan dan penegakan IMB mengendirian menara
telekomunikasi dengan para aparatnya sangat etahkga.

Selain hal tersebut, masyarakat di Kota Magelandup@memperhatikan
mengenai kesadaran hukum. Ada anggapan bahwa deggan membangun
adalah hak pribadi dan merupakan urusan masyargiaf bersangkutan,
sehingga dianggap tidak perlu lagi berurusan dengamerintah seperti
melaksanakan ketentuan perizinan. Masalah perizinamggap oleh masyarakat
sebagai penghambat serta menghabiskan biaya, wdaktutenaga. Mengingat

pentingnya IMB sebagai syarat dari suatu proseagipan, maka Pemerintah Kota



Magelang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 nlal2 tentang
Bangunan Gedung. Dengan adanya peraturan tersebasyarakat Kota
Magelang yang mengharuskan untuk memiliki IMB teihledahulu apabila akan
melakukan kegiatan mendirikan bangunan menaradelekikasi.

IMB menara telekomunikasi diberikan kepada orangdan/lembaga
sebelum membangun bangunan di wilayah Kota Magel&egnberian izin
dituangkan dalam bentuk keputug@eschikking), yaitu suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UNaigara yang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undaogd 9 Tahun 2004
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat ketgidividual, dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang adarbhukum perdata.

Sebagai suatu keputusan, penerbitan IMB tersebuan akerlaku
sebagaimana yang berlaku terhadap penerbitan lsgutpada umumnya,
khususnya yang menyangkut tentang prosedur pelagsaga. Meskipun
demikian, dapat diketahui bahwa keputusan mengesraberian izin merupakan
keputusan yang bersifat menguntungkan, bukan yaegpbari beban. Karena
keputusan tersebut bersifat menguntungkan makaapatan IMB agak sulit
dibandingkan dengan keputusan yang memberi belarnniHakan menimbulkan
dampak tertentu dalam rangka penegakan hukum ain¢gm.

Masalah perizinan membangun bangunan menara telekkasi apabila
tidak menggunakan izin, dipastikan pengusaha akamdmkan bangunan sesuai
kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan aspek dtaapak lingkungan

sekitarnya. Padahal masalah perizinan erat kaitardgngan segi keindahan,



ketertiban lingkungan, ketertiban adminitrasi, tatang kota, dan masalah lain
yang berkaitan dengan lingkungan. Oleh karenanitelihat dari segala aspek
tersebut, maka masalah perizinan IMB menara telekdtasi sangat penting
untuk diperhatikan.

Pemerintah Kota Magelang mempunyai kewenangan untekakukan
pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap banmerara telekomunikasi
yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuamafean Daerah Nomor 5
Tahun 2012. Di kota Magelang, pada saat ini terd&peang lebih 29 menara
telekomunikasi milik perusahaan telekomunikasi, naketapi baru 26 menara
telekomunikasi yang telah mempunyai izin. Akibatr3/anenara telekomunikasi
lainnya tersebut disegel oleh Pemerintah Kota Magekarena belum memiliki
izin mendirikan bangunan (IMB).

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukamgapeasan dan
penerapan sanksi, namun pengawasan dan peneragy@nteasebut harus sesuai
prosedur dan tata cara hukum administrasi negdeh Karena itu, pemerintah
dalam menerapkan sanksi berupa penyegelan terhradapra telekomunikasi
yang belum mempunyai izin tidak boleh bertentandangan ketentuan hukum
administrasi negara.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulistagk untuk melakukan
penelitian yang berjudufPenegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin

Pendirian Menara Telekomunikasi Di Kota Magelang”.

*http://jogja.tribunnews.com/satpol; pp magelangesegwer seluler ilegal, 2 Oktober
2012,




B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dkaahas dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1.

Apa sajakah bentuk-bentuk pelanggaran izin penmdirianenara
telekomunikasi?
Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggangrendirian menara
telekomunikasi?
Apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran iziingen menara

telekomunikasi telah sesuai dengan Hukum Admirsstiegara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, nbhakan dari

penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran izin dp@m menara
telekomunikasi.

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelamggam pendirian
menara telekomunikasi.

Untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadEmgoaran izin
pendirian menara telekomunikasi telah sesuai dehgidcum Administrasi

Negara.



D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari peneliticadalah sebagai

berikut:

1. Bagi Peneliti
Peneliti ini merupakan kesempatan untuk memperdakmgetahuan melalui
praktek di lapangan untuk mengetahui bentuk-benpekanggaran izin
pendirian menara telekomunikasi, penegakan hukuhmdep pelanggaran
izin pendirian menara telekomunikasi serta keseasug@enegakan hukum
pelanggaran izin pendirian menara telekomunikasingde Hukum
Administrasi Negara.

2. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukansdambangan pemikiran
bagi khalayak untuk memperdalam pengetahuan mendmmauk-bentuk
pelanggaran izin pendirian menara telekomunikagnegakan hukum
terhadap pelanggaran izin pendirian menara telekikasi serta kesesuaian
penegakan hukum pelanggaran izin pendirian meeégkomunikasi dengan
Hukum Administrasi Negara.

3. Bagi llmu Pengetahuan
Hasil pengetahuan ini diharapkan akan menambahakbhhsdunia pustaka

pada lembaga pendidikan terutama dalam bidang hukum



E. Tinjauan Pustaka

Di dalam kamus istilah hukum, izifvergunning) adalah suatu persetujuan
dari penguasa berdasarkan undang-undang atauna@rgemerintah untuk dalam
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentia@angan peraturan
perundang-undang&®engan memberi izin, penguasa memperkenankan orang
yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindaketeritu yang sebenarnya
dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tiadagkang demi kepentingan
umum mengharuskan pengawasan khusus atdsnya.

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dbararti
menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjatéHSementara menurut
Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum admaigisnegara bersegi satu
yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreddsarkan persyaratan dan
prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuatupmmgerundang-undangan.

Selanjutnya Bagir Manan menyebutkan bahwa izinrdadati luas berarti
suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan @erateirundang-undangan untuk
memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuattentie yang secara umum

dilarang®

2 Adrian SutediHukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, cetakan Pertama, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010, him. 167.

® Philipus M. HadjonPengantar Hukum Perizinan, Cetakan Pertama, Yuridika, 1993, him.
2.

“Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajacum Administrasi Negara danKebijakan
Pelayanan Publik, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung, 2010, him. 91.

*Ibid, him. 92.

®adrian SutediOp.Cit, him. 170-171.



Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingk#8 itu merupakan
salah satu izin.IMB merupakan salah satu syarag y@arus dipenuhi dalam
melakukan kegiatan pendirian bangunan.

Pengertian izin mendirikan bangunan dapat dibagis a8 komponen
pengertian sebagai berikut:

1. l1zin adalah tindakan administrasi pemerintah yargnyatakan keabsahan
atas peremohonan seseorang atau badan hukum Kkatahaterpenuhinya
syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undaygiag berlaku.

2. Mendirikan adalah suatu tidakan yang dilakukan seteorang atau badan
hukum dalam melaksanakan pembangunan yang dapgduth@endirikan
bangunan, mengubah, maupun membongkar terhadapurEngyang telah
ada sebelumnya dengan pekerjaan penganti banguinagd.

3. Bangunan adalah tindakan pengerjaan kontrukasi igtegak di permukaan
tanah atau dalam atas tanah atau di atas permukdtrandengan
memperhatikan ruang tata letak bangunan, ruangldkési dan ruang tata
kota/daerah yang berfungsi sebagai tempat tingggal usaha untuk
melakukan kegiatan sehari-hari.

Perizinan menurut perundang-undangan yang telabtaghkan, selalu
memuat ketentuan-ketentuan penting yang melararsyarekat untuk bertindak
tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan terselidf penegakan hukum yang

bersangkutan harus dilengkapi dengan ketentuansisApkbila tidak disertai

faridmisdar, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengajigermohonan Izin Mendirikan
Bangunan Di Kota Magelang”, terdapat dalattp://faridhukum.wordpress.cond/5 Januari 2013,
01.45 WIB.




sanksi, maka efektifitas dari peraturan tersebdktiakan dapat diwujudkan
karena fungsi dari hukum tersebut tidak lagi menypudaya paksa.

Menurut Sjachran Basah, sanksi merupakan bagipertting dalam setiap
undang-undang, adanya perintah dan larangan yamgatlidalam setiap undang-
undang tidaklah mempunyai arti apabila tidak menypusuatu daya paksa. Hal
ini lebih jelas dikategorikan sebagai jenis pematuperundang-undangan yang
bersifat memaks?.

Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap pematpemundang-undangan
harus dikenai sanksi, misal bagi pelanggar izin ditd@n bangunan.Sanksi
tersebut dikenakan bagi pelanggar izin mendirikangbinan, dengan harapan
untuk menaati peraturan yang ada. Dalam hal inhwiaizin mendirikan
bangunan adalah termasuk dalam ruang lingkup hwddministrasi, yang dimana
sanksi hukum administrasi merupakan suatu alatdsgdan yang mempunyai sifat
hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagaiksr terhadap
ketidakpatuhan norma hukum administrasi.

Unsur-unsurnya antara lain:

1. Alat kekuasaanngachtsmiddelen).
2. Bersifat hukum publikgubliekrechtlijke).
3. Digunakan oleh penguasavérhead).

4. Sebagai reaksi terhadapketidak patutmachf eop niet naleving).’

8Sjachran Basah, Pencabutan ljin Sebagai Salah Saksi Hukum Administrasi dan
Lingkungan, Surabaya, 1995, him. 5.

Philipus M. Hadjon, Aspek-Aspek Hukum Administradan Keputusan Tata Usaha
Negara, Sumur Bandung, Bandung, 1995, him. 97.



Sanksi pada umumnya yang dikenal dalam lapangannhukdministrasi

adalah:

1. Bestuursdwang (tindakan paksa pemerintah).

2. Penarikan kembali Keputusan Tata Usaha Negara (KTUpng
menguntungkan.

3. Pengenaan denda administrasi dan atau pidana kamrung

4. Pengenaan uang paksa oleh pemerirdafarigsom).'°

Bestuursdwang adalah suatu kewenangan dari pemerintah untukkoieda
tindakan nyata agar dapat mengakhiri suatu keadtsan situasi yang dilarang
oleh suatu kaidah hukum administrasi.

Setiap undang-undang selalu memuat ketentuan pembgewenang bagi
pemerintah untuk melakukan tindakan paksa, akhidiigtapkan bahwa setiap
pelaksanaabestuursdwang harus ditetapkan terlebih dahulu secara tegaaldind
undang-undang‘Adanya pemberian wewenang yang telah disebutkanagelas
dalam suatu undang-undang akan menjadi suatu lkamd#n keabsahan yang
sangat kuat bagi tindakan administrasi dalam mé&kakdindakan paksa terhadap
pelanggaran izin.

Sementara itu, menurut Soedikno “Hukum berfungbagai perlindungan
kepentingan manusia agar kepentingan manusiaderigi hukum ,maka hukum

harus dilaksanakan sebagaimana mestiffR&laksanaan hukum dapat

1% philipus M. HadjonPengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University,
Yogyakarta, 1990, him. 24.

Ybid, him. 247.

2Sudikno  Mertokusumo,Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1993, him. 1-4.
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berlangsung secara normal, damai, tetapi dapatdigrga karena pelanggaran
hukum.

Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu hadigakkan melalui
penegakan hukum.Penegakan dan pelaksanaan hukuimg sererupakan
penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.

Penerapan hukum dan peraturan perundang-undandam dehidupan
masyarakat melahirkan akibat-akibat hukum.Akibaum ini terdiri dari hak-hak
dan kewajiban-kewajiban. Menurut Satjipto RahartiRegnegakan hukum adalah
suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide yang terd#gdatn peraturan, penegakan
hukum tersebut menjadi kenyatadn”.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan ha#latah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkain dalam kaidah-
kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dagejgvantahan dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akiuk menciptakan (sebagai
social engineering), memelihara dan mempertahankan (sebageial control)
kedamaian pergaulan hiddh. Pada bagian lain, Soerjono Soekanto
mengemukakan bahwa proses penegakan hukum tidakmerupakan suatu
penyerasian antara nilai-nilai, norma-norma danilg@ran nyata dalam
masyarakat®

Sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undandangdalamnya

memuat norma-norma atau kaidah-kaidah pengatur ymergifat umum dan

13 Satjipto RahardjoMasalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru,
Bandung, tanpa tahun, him. 15.

¥ Soerjono Soekant®enegakan Hukum, Binacipta, Jakarta, 1983, him. 13.

!5 Soerjono Soekant®@eberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983,
him. 51.
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abstrak. Agar kaidah pengatur ini ditaati dan diptin, maka diperlukan upaya
penegakan hukum,

Kewenangan Daerah Otonom dalam bidang pengatuenelifg) tidak
hanya terbatas pada pembuatan norma-norma ataahKeaidah hukum, tetapi
juga kewenangan untuk mempertahankan norma-normsebig. Artinya
kewenangan penegakan hukum itu inheren pada Ddetahom atau pada

Pemerintah Daerah.



